
BUPATI BOYOLALI 

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLAU 

NOMOR AI TAHUN 2018

TENTANO

URAIAN TUG AS JABATAN PADA DINAS PEROAGANGAN DAN 

PERINDUSTRIAN KABUPATEN BOYOLAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLAU,

Menimbdng

Mengingat

bahwa untuk melakaanakan ketentuan Pa sal 3 ayat (2) 
Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 

2016 tentai^g Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah, dan sebagai pedoman guna menunjang 
kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Perdagangan dan 
Perindustrian Kabupaten Boyolali, maka perlu 

menetapkan Peraturan Bupati Boyolali ten tang Uraian 

Tugas Jabatan Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian 
Kabupaten Boyolali;

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Ungkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipi) Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang ....
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

IVmerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubiik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan 

Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana lelah diubah be be ra pa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 201S tentang 
Peru bah an Kedua Ataa Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Repubiik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia 
Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerinlah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Repubiik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor I14* Tambahan 
Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Daerah Kabu paten Boyolali Nomor 16 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabu paten 
Boyolali Tahun 2016 Nomor 16. Tambahan Lembaran 

Daerah Kabu paten Boyolali Nomor 183);

6. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 25 Tahun 2018 
tentang Kedudukan. Susunan Oi^anisasi. Tugas dan 
Fungsi, serta Tata Keija Perangkat Daerah Kabu paten 
Boyolali (Ben(a Daerah Kabu paten Boyolali Tahun 

2018 Nomor 25);

7. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 26 Tahun 2018 

tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pa da 
Dinas Daerah Kabu paten Boyolali (Berita Daerah 

Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 26};

MEMUTUSKAN;

Menetapkan PERATURAN BUPATI BOYOLALI TENTANG URAIAN 
TUGAS JABATAN PADA DINAS PERDAGANGAN DAN 
PERINDUSTRIAN KABUPATEN BOYOLALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pa sal 1 ....

i
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Pasa3 1
DalaiB Peraturan Bupati ini yang dimakaud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh 

kemcntcnan negara dan penyelcn^ara Pemerintahan Daerah untuk 
melindungi, melayani. memberdayakan. dan menyejahierakan 

masyarakat.
4. Dinas adalah Dinas Daerah yang merupakan unsur pelaksana Urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Perdagangan dan Pcrindustrian yang selanjutnya disebut 

Disdagperin adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten 
Boyolali.

6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur 

pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasionaJ 
dan/atau kegiatan penunjang tertentu pads Dinas dan Badan.

BAB l{
URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Dinas Perdagangan dan Penndustrian 

Pasal 2
(1) Disdagperin mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas 

pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang perdagangan dan 

perindustrian.
(2) Disdagperin sebagaimana dimaksud pada aval (1) di pirn pin oleh Kepala 

Disdagperin yang mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah 

dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang 
perdagangan dan perindustrian.

(3) Uraian tugas Kepala Disdagperin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
adaJah sebagai berikut:
a. merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang 

perdagangan dan perindustrian sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan dan pertimbangan teknis bidang perdagangan 

dan perindustrian pertanahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. merumuskan ....
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b. merumuskan kebijakan perencanaan penyelenggaraan 
pemerintahan dan anggaran di bidang p«rdagangan dan 

perindustiian sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang- 
undangan berdasarkan rencana pembangunan daerah dan data 
perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun 

dokumen perencanaan yang sesua) dengan rencana strategia;

c.

d.

e.

f,

g

niengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan dan anggaran di 
bidang perdagangan dan penndusuian berdasarkan kewenangan 

dan mempertimbangkan sumbcr day a agar penyelenggaraannya 

bexjaJan efektif sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah 
ditentukan;

mendistnbusikan tugas, membcrikan petunjuk. dan arahan kcpada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 

beijalan dengan efektif. efisien, dan tepat sasaran;

menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang 
perdagangan, perinduatrian, dan pengelolaan aarana perdagangan;

menyelenggarakan pel ay an an umum. pern be nan rekomcndaai 
perizinan dan perizinan di bidang perdagangan dan perindusthan;

menyelenggarakan pengembangan, pemeliharaan, dan penataan 

aarana prasarana di bidang perdagangan;

h. menyelenggarakan pembinaan, penyuluhan dan pengawasan W^jib 
Dafiar Perusahaan, pcrlindungan konsumcn, kemetrologian berupa 
tera dan tera ulang barang/ukuran, taka ran, timbangan, dan 

perlengkapannya. dan Barang Dalam Keadaan Terbungkus;

i. menyelenggarakan pengelolaan pendapaian dan retribusi di bidang 

perdagangan;

j. menyelenggarakan pembinaan teknis pengembangan ekspor Daerah 
dan impor terutama bahan baku/bahan penolong serta barang 

modal,
k. menyelenggarakan pasar mu rah dan opcrasi pasar bahan 

kebutuhan pokok masyarakac dalam rangka untuk menstabilkan 

harga,
l. menyelen^arakan pengembangan informasi pasar produk Daerah, 

harga bahan pokok dan barang strategis, teknologi, promosi produk 

Daerah, peluang investasi. dan komoditi ekspor non migas;

m. menyelenggarakan pemantauan harga. pengadaan dan penyaluran, 
stok, bahan pokok/barang stategis, realisasi ekspor dan impor, 
realiaasi investasi pengembangan produksi, tingkat produktifitas 

dan pengembangan kemitraan;

n. menyelenggarakan ....
(
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n. menyelenggarakan pembinaan teknis terutama Induacri Kecil dan 

Menengah yang meliputi pengembangan usaha, kemftraan, sarana 
usaha, kualitas dan standar mutu, produk teknologi, produkai. 
pengelolaan Umbah industri, dan pencrapan Hak Atas Kekayaan 
Intelektual khususnya hak paten, merk. dan desain induatri;

o. menvelenggarakan pengembangan promosi produk Daerah dan 
peluang investasi serta pengembangan perwilayahan industri;

p. menyelenggarakan peningkatan ketja sama antar dunia uaaha dan 

koperasi, lembaga permodalan, organisasi/asosiasl niaga, lembaga 
perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga lain 
yang memiliki keterkaitan dalam pengembangan bidang 

perdagangan. industri. dan pengeloiaan sarana perdagangan;
q. menyelenggarakan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas 

kelompok jabatan fungsional untuk lebih berperan aktif daJam 
mengembangkan profesinya;

r. menyelenggarakan pwngendalian, pengawasan, dan evaluaai kinerja 
Disdagpehn;

8. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian terhadap 
pelaksanaan tugas UPT;

t. melaksanakan pengendalian dan evaJuasi pelaksanaan kinerja 
urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan perindustrian 
sesuai dengan perencanaan dan indikator siatem pengendalian 

intemaJ yang telah ditetepkan dalam rangka perbaikan kineija;
u. memberikan saran, pendapat. dan pertimbangan kepada atasan 

sesuai bidang tugasnya sebagai bah an pertimbangan pengambilan 
kebijakan;

V. merumuskan laporan di bidang perdagangan dan perindustrian 

berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

w. membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinetja; dan

X. melaksanakan tugas kedinasan lain yang dibeiikan oleh pimpinan 
sesuai ketentuan peraturan peru n dang-undan gan dalam rangka 

mendukung kineija organ isasi.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi Sekretariat

Paragraf 1 

Sekretariat

Pasal 3 ....

i
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PasaJ 3

(1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan 
administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan dan 
pelaporan, urusan tata usaha. perlengkapan rum ah tangga, dan unjsan 

Aparatur Sipi) Negara kepada semua unsur df lingkungan Dinas,

(2| Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dipimpin oleh 
SekreCarts yang mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan 
pelakaanaan pemberian pelayanan administratif dan teknis yang 
meliputi perencanaan. keuangan dan pelaporan, urusan tata usaha, 
perlengkapan rumah tangga. dan urusan Aparatur Sipii Negara kepada 

semua unsur di lingkungan Dinas.

(3| Uraian tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2|» adaLah 

sebagai berikut:
a. menyusun kebijakan teknis di bidang pengelolaan sural-menyurat» 

kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipanr 
barang inventaiis, kelemhagaan, administrasi dan pengelolaan 

kepegawaian, dan administrasi keuangan serta perencanaan dan 
pelaporan pada Disdagperin sesuai ketentuan peraturan perundang- 
undangan dan pertimbangan teknis agar pelakaanaan tugas dapat 
berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

b. menyusun kebijakan perencanaan di bidang pengelolaan surat- 

menyurat, kerumahtanggaan. hubungan masyarakat, keprotokolan. 
kearsipan, barang inventahs. kelembagaan. administrasi dan 
pengelolaan kepegawaian. dan administrasi keuangan serta 
perencanaan dan pelaporan pada Disdagperin sesuai prosedur dan 
ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana 
pembangunan daerah dan data perencanaan yang dapat 
dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang 

sesuai dengan rencana pembangunan daerah;

C. mengoordinasikan pelakaanaan pengelolaan surat-menyurat, 
kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan, 
barang inventaris, kelembagaan, administrasi dan pengelolaan 
kepegawaian, dan administrasi keuangan serta perencanaan dan 

pelaporan pada Disdagperin berdasarkan kewenangan dan 
mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas beijalan 

dan berhasil optimal;
d, mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada 

basvahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelakaanaan tugas 

betjelan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;

e. mengoordinasikan ....

r
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e. mengoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan surat-menyurat, 
kerumahtanggaan» hubimgan masyarakat, keprotokolan. kearsipan, 
dan barang inventaHs serta kelembagaan sesuai proaedur dan 
ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujud tertib 
admin istra si dan da pat menunjang pelaksanaan tugas Disdagpeiln 
secara optimal;

f. mengoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan administrasi dan 

kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundeng-undangan dan 
potensi agar terwujud tertib administrasi kepegawai dan kineija 

pegawai yang optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas 
Disdagperln:

g. mengoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan administraai
keuangan meliputi penyiapan bah an rencana pendapatan dan 

belanja, perbendaharaan, verifikasit pembukuan, dan pelaporannya 
sesuai prosedur dan ketentuan peraturan pcrundang-undangan 

agar terwujud tertib administrasi keuangan;

h. mengoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan administrasi
barang inventaris pad a Disdagperln meliputi penyiapan bah an 

rencana kebutuhan barang. perbendaharaan. vehfikasi, 
pembukuan. dan pelaporannya sesuai p rosed ur dan ketentuan 

peraturan perundang-undangan agar terwujud tertib administrasi 
barang inventaris;

i- mengoordinasikan penyelenggaraan penyusunan rencana, program, 
dan kegiatan penyelenggaraan di bidang kesekretariatan. dan 

penetapan target kmerja serta pelaporannya sesuai prosed ur dan 
ketentuan peraturan perundang*undangan berdasarkan data yang 

dapat dipertanggungjawabkan agar terwujud tertib administrasi 
perenCanaan, tersusun dokumen perencanaan, dan akuntabilitas 

kinerja yang baik;
j. melaksanakan pengendatian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di 

bidang kesekretariatan sesuai dengan perencanaan dan Indikator 

sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka 
perbaikan kinetja;

k. meml>crikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulis berdasarkan kajian dan/atau 
telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas bidang 
kesekretariatan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang- 

undangan;

l. menyusun laporan di bidang kesekretariatan berdasarkan data dan 
analisa sebagai informasi dan pertanggungjaw'aban pelaksanaan 
tugas;

m. memblna ..
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m.

n.

membina, mengawasi, dan menilai kineija bawahan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan rugae 

pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja. dan 

melaksanakan tugae kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
aesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka 

mendukung kinerja organisasi.

ParagTEif 2

Subbagian Umum dan Kepegawaian 

Pasal 4
(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugae melaksanakan 

uruaan perauretan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan administrasi 
Aparatur Sipil Negara, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan 
penataan barang milik negara.

(2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ay at 
(1) dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian yang 

mempunyai tugas memimpin pelaksanaan urusan persuratan, urusan 
tata usaha, kearsipan, urusan administrasi Aparatur Sipil Negara, 
uruaan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik 

negara.
(3) Uraian tugas Kepala Subba^an Umum dan Kepegawaian sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut:
a. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang pengelolaan surat- 

menyurat, ke rumah tan ggaan. hubungan masyarakai, keprotokolan, 
kearsipan, pengclolaan barang inventaris. kelembagaan, 
administrasi, dan pengelolaan kepegawaian pada Disdagperin sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan dan pcrtimbangan 

teknis agar pelaksanaan tugas dapat beijalan sesuai dengan 
sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

b. menyusun bahan perencanaan di bidang pengelolaan surat- 
menyurat, kerumah tan ggaan. hubungan masyarakat, keprotokolan. 
kearsipan, barang inventaris, kelembagaan, administrasi dan 
pengelolaan kepegawaian pada Disdagpeinn seeuai prosedur dan 

ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan rcncana 

pembangunan daerah dan data perencanaan yang dapat 
dipenanggungjaw'abkan agar tersusun dokumen perencanaan yang 
sesuai dengan rencana pembangunan daerah;

c. menyelia pelaksanaan pengclolaan sura<-menyurat, 
kerumah tan ggaan. hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan, 
barang inventaris. kelembagaan, administrasi dan pengelolaan 
kepegawaian pada Disdagperin berdasarkan kewenangan dan 
mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan 

dan berhasil optimal:

d. mendistribusikan ....
</
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d. mcndistribuaikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada 

bawahan seauai dengan bidang tugasnya agar peJaksanaan tugas 
befjalan dengan efektif, eflsien, dan tepat sasaran;

e. menyelia pelaksanaan administrasi dan pengclolaan surat-manyurat 
sesuai prosed ur dan ketentuan peraturan perundang-undangan 
agar tenvujud tertib administrasi pengelo!aan surat-menyurat;

f. menyelia pelaksanaan administrasi dan pengelolaan 

kerumahtanggaan sesuai prosed ur dan ketentuan peraturan 
perundang-undangan agar terwujud tertib administrasi pengelolaan 
kerumahtanggaan dan menunjang pelaksanaan tugas Disdagperin 
secara optimal;

g. menyelia pelaksanaan administrasi dan pengelolaan hubungan 
masyarakat. dan keprotokolan sesuai prosed ur dan ketentuan 

peraturan perundang-undangan agar terwujud tertib administrasi 
pengelolaan hubungan masyarakat dan keprotokolan serta terwujud 
keterbukaan informasi publik;

h. menyelia pelaksanaan administrasi dan pengelolaan kearsipan 
sesuai prosed ur dan ketentuan peraturan perundang-undangan 

agar terA'ujud tertib administrasi kearsipan dan menunjang 

pelaksanaan tugas Disdagperin secara optimal;
i. menyelia pelaksanaan pengelolaan dan administrasi kepegawaian 

sesuai prosed ur dan ketentuan peraturan perundang undangan 
agar terwujud tertib administrasi pengelolaan kepegawaian dan 
kinerja pegawai yang optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas;

j. menyelia pelaksanaan pengelolaan ketertiban dan keamanan 
lingkungan sesuai prosed ur dan ketentuan peraturan perundang* 

undangan agar terwujud ketertiban. keamanan. dan kenyamanan 
lingkungan yang optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas;

k. menyelia pelaksanaan pengelolaan barang inventaris sesuai 
prosed ur dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar 

terwujud pengelolaan barang inventaris yang optimal dalam 
mendukung pelaksanaan tugas:

l. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di 
bidang umum dan kepegawaian sesuai dengan perencanaan dan 
indikator sistem pengendalian mtemal yang telah ditetapkan dalam 
rangka perbaikan kineija;

m. memberikan saran. pendapat, dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertuHs berdasarkan k^ian dan/atau 
teiaahan agar a rah kebijakan penyelenggaraan tugas umum dan 
kepegawaian betjalan sesuai ketentuan peraturan perundang- 
undangan;

n. menyusua ....
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n.

0.

P*

menyusun bah an laporan di bidang umum dan kepegawaian 

berdasarkan data dan anal Isa sebagai tnfonnaai dan 
pertanggun^awaban pelakaanaan tugas;
membina, mengawasi> dan menilai kinerja l>awahan scsuai 
ketentuan peraTuran perundang<undangan agar pelaksanaan tugas 
pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan 

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka 
mendukung kinerja organisasi.

Paragraf 3

Subbagian Keuangan

Pa sal 5

(1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
koordinasi pengelolaan keuangan, penatausahaan. akuntansi,
veri£kasi, dan pembukuaxi.

(2) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat [1] dipimpin
oleh Kepala Subbagian Keuangan yang mempunyai tugas memimpin 
pelaksanaan penyiapan koordinasi pengelolaan keuangan.
penatausahaan, akuntansi, venflkasi, dan pembukuan.

(3} Uraian tugas Kepala Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2j, adalah sebagai berikut:

a. menyusun bah an kebijakan teknis di bidang pengelolaan
admin istrasi keuangan pada Disdagperin sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan dan perdmbangan teknis agar 
pelaksanaan tugas dapat beijaJan sesuai dengan sasaran dan 
tujuan yang telah ditetapkan;

b. menyusun bahan perencanaan di bidang pengelolaan ad min istrasi 
keuangan pada Disdagperin sesuai prosedur dan ketentuan 
peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana 
pern bangu nan daerah dan data perencanaan yang dapat 

dipertan^ungjawabkan agar tersusun dokumen admin istrasi 
keuangan yang sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah 

ditetapkan;
c. menyelia pelaksanaan pengelolaan admin istrasi keuangan dan 

penyusunan laporan keuangan pada Disdagperin berdasarkan 
kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar 
pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal:

d. mendistribusikan ....
<
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d.

e.

f.

g

h.

1.

k
1.

m.

n.

o.

mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk» dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
berjaian dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran; 

menyusun bahan dan pelaksanaan pengoordinaaian penyusunan 
dokumen perencanaan keuangan dan laporan lainnya sesuai 

lingkup tugasnya:
menghimpun dan menyelia pengelolaan administraai keuangan dan 
akuntansi;
melaksanakan keglatan monitoring dan evaluaai pelaksanaan 
anggaran belanja langsung di lingkup tugasnya; 
menyelia. dan menyusun bahan rencana anggaran belanja langsung 

dan rencana anggaran belanja tidak langsung;
menyelia pelaksanaan kegiatan perbendaharaan meliputi 
pembukuan. verifikasi, rekapitulasi dan dokumentasi pelaksanaan 
belanja langsung dan tidak langsung;
menyusun bahan laporan perhitungan dan pertanggungjawaban 
keuangan;
mengurus gaji dan tunjangan pegawai;
melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di 
bidang keuangan sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem 
pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka 

perbaikan kinerja;
memberikan saran. pendapat, dan pcrtimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulis berdasarkan kajian dan/atau 

telaahan agar a rah kebijakan penyelen^araan tugas keuangan 
betjaJan sesuai ketcntuan peraturan perundang-undangan;
menyusun bahan laporan di bidang keuangan berdasarkan data 
dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban 

pelaksanaan tugas;
membina. mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan 

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka 

mendukung kinerja oi^anisasi.

Paragraf 4

Subbagian Perencanaan dan Pelaporan

Pa sal 6 ....
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Pasal 6
(1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas 

melaksanakan pen via pan koordinasi dan penyusunan program, 
kegiatan. dan pelaporan.

(21 Subbagian Pcrencanaan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada 
ay at (1) di pirn pin oleh Kepala Subbagian Percncanaan dan Pelaporan 

yang mempunyai tugas memimpin pelaksanaan penyiapan koordinasi 

dan penyusunan rencana, program, kegiatan. dan pelaporan.
(3) Uraian tugas Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan 

sebagaimana dimaksud pada ayat {2), adalah sebagai berikut:
a. menyusun bah an kebijakan teknis di bidang penyusunan rencana, 

program, dan kegiatan serta penyusunan laporan penyelenggaraan 
pemerintahan dan kinerja pada Disdagperin sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar 
pelaksanaan tugas dapat besjalan sesuai dengan sasaran dan 

lujuan yang telah ditetapkan;
b. menyusun bahan perencanaan di bidang penyusunan rencana, 

program, dan kegiatan serta penyusunan laporan penyelenggaraan 

pemerintahan dan kineija pada Disdagperin sesuai prosed ur dan 
ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana 

pembangunan daerah dan data perencanaan yang dapat 
dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang 

sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telaJi ditetapkan;
c. menyelia pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan kegiatan 

serta penyusunan laporan penyelenggaraan pemcrinlahan dan 

kinerja pada Disdagperin berdasarkan kewenangan dan 
mempertimbangkan sumber day a agar pelaksanaan tugas beijalan 

dengan efcktifdan efisien;
d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk. dan arahan kepada 

bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 

beijalan dengan efektif. efisien. dan (epat sasaran;
e. menyelia pengumpulan data dan informaai perencanaan di iingkup 

tugasnya;
f. menyusun bahan dan pelaksanaan pengoordinasian penyusunan 

dokumen perencanaan meliputi Rencana Strategis, Indikator Kineija 
Utama, Rencana Kinerja Tahunan. Rencana Keija. Perjanjian 

Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan dokumen perencanaan lainnya 

sesuai Iingkup tugasnya;
g. menyusun bahan dan pelaksanaan pengoordinasian penyusunan 

bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bahan 
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati, Laporan 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. dan laporan lainnya 

sesuai Iingkup tugasnya;

h, melaksanakan ....
(



13-

h. mclaksanakan kegiatan pengendalian dan evaluasi pelaksanoan 
kineija di bidang perencanaan dan p«laporan sesuai dengan 
perencanaan dan indikator si stem p>«ngendalian internal yang telah 

ditetapkan dalam rangka perbaikan kineija;

i. menyusun bah an laporan di bidang perencanaan dan pelaporan 
berdasarkan data dan analisa seba^i informaai dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

j. membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan seeuai 
keientuan peraturan perundang^undangan agar pelaksanaan tugas 

pegawai sesuai ketentuan dan haailnya sesuai tai^et kinerja; dan

k. meiaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai ketentuan peraturan perundang*undangan dalam rangka 

mendukung kinerja organisasi.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi Bidang Usaha Perdagangan

Paragraf 1

Bidang Usaha Perdagangan

Pasal 7

(1) Bidang Usaha Perdagangan mempunyai tugas meiaksanakan kebijakanr
perencanaan, perumusan, pembinaan, pengembangan, koordinasi, 
kerjasama, bimbingan teknis, promosi, pemantauan, evaluasi*
pengawasan, dan pengendalian di bidang usaha perdagangan.

(2) Bidang Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh Kepala Bidang Usaha Perdagangan yang mempunyai 
tugas memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan, 
perencanaan, perumusan. pembinaan, pengembangan. kooirlinaasi, 
kerjasama, bimbingan teknis, promosi. pemantauan, evaluaair
pen^wasan, dan pengendalian di bidang usaha perdagangan.

(3) Uraian tugas Kepala Bidang Usaha Perdagangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut;

a. menyusun kebijakan teknis di bidang usaha perdagangan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan 

teknis agar pelaksanaan tugas dapat beijalan sesuai dengan 
sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

b. menyusun ....
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b. menyusun perencanaan di bidang usaha perdagangan seatiai 
proaedur dan ket^n(uan peroturan perundang-undangan 
bcrdasarkan rencana pembangunan daerah dan data perencanaan 
yang da pat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen 

perencanaan yang aesuai dengan rencana strategis;

c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dt bidang usaha perdagangan 
berdasarkan kewenangan dan mempertimbangkan sumber day a 

agar pelaksanaan tugas berjaian dan berhasil optimal:
d. mendistribusikan mgas» membenkan petunjuk. dan a rah an kepada 

bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
bctjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;

e. mengoordinasikan peningkatan keijasama antar bidang, dinas, 
bad an dan unit kerja yang memiliki keterkaitan dalam menunjang 
kelancaran pelaksanaan tugas;

f. menyusun kebijakan dalam rangka mengembangkan. meningkaikan 
komunikasi dan koordinaai dengan pemerintah pusat. provinsi, dan 

antar pemerintah kabupaten/kota khususnya dalam menunjang 
pelaksanaan tugas;

g. mengoordinasikan pembinaan dan bimbingan kepada para pelaku 

usaha dagang kecil. menengah. dan besar;
h. mengoordinasikan fasilitasi kemudahan perizinan dan niemberikan 

surat rekomendasi perizinan kepada para pelaku usaha 
perdagangan,

t. mengoordinasikan pemeriksaan fasilitas penyimpanan bah an 
berbahaya dan pengawasan distribusi. pengemasan, dan pelabelan 

bahan berbahaya;
j. mengoordinasikan penyiapan ketersediaan barang kebutuhan pokok 

masyarakat dan barang penting;
k. mengoordinasikan pemantauan, monitoring harga, dan stok serta 

distribusi/penyaluran barang kebutuhan pokok di pasar rakyat, 
toko swalayan, pusat perbelanjaan dan di pasar lelang komoditas;

l. mengoordinasikan pemantauan harga dan stok serta distribusi 
barang penting serta barang yang diatur lata niaga oleh Pemerintah 
berupa pupuk, peptisida, Bahan Bakar Minyak, Liquefied Petroleum 

Gas. dan lain Iain;
m. mengoordinasikan pelaksanaan pasar mu rah. operasi pasar dalam 

rangka stabilisasi hai^a;
n. menyelenggarakan fasilitasi. koordinasi dan peningkatan keijasama 

dengan lembaga perlindungan konsumen dan E^dan Penyelesaian 
Senglceta Konsumen di dalam penyelesaian permasalahan antara 

konsumen dengan para pelaku usaha;

o. mengoordinasikan
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o. mengoordinasikan pengembangan ssatem dan jaringan mformaai 
paaar produk Daerah, harga barang kebutuhan pokok, dan barang 
penfing;

p. menyeienggarakan peningkatan promosi produk Daerah dan 
komoditas ekspor non migas di dalam negeri maupun luar negeri;

q. mengoordinasikan kemitraan dangan lembaga, asoaiasi, dan 
pengusaha;

r. mengoordinasikan usaha peningkatan penggunaan produk dalam 
negeri;

8. melaksanakan pengendaJian dan evaluaai pelaksanaan kinerja di 
bidang usaha perdagangan eesuai dengan perencanaan dan 
indikator si stem pengendalian internal yang teiah ditetapkan dalam 
rangka perbaikan kinerja;

t. membcrikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan 

secara langsung maupun tertulis berdasarkan kajian dan/atau 

telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang 
usaha perdagangan beijalan sesuai ketentuan peraturan 
perundang- undangan;

u. menyusun laporan di bidang usaha perdagangan berdasarkan data 

dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban 

pelaksanaan tugas;

V. membina. mengawasi. dan menilai kinetja bawahan sesuai 
ketentuan peraturan perundang undangan agar pelaksanaan tugas 
pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan

w. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai ketentuan peraturan pcrundang-undangan dalam rangka 

menduRung kinerja organisasi.

Paragraf2

Seksi Bina Usaha Perdagangan dan Perlindungan Konsumen

Pasal 8

(1) Seksi Bina Usaha Perdagangan dan Perlindungan Konsumen 
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis 
pembinoan dan pengembangan perdagangan, pelayanan rekomendasi 
perizinan dan pendaftaran, penyiapan bahan penyusunan rencana, 
program dan laporan pelaksanaan pemantauan, evaluasi di bidang bina 

usaha perdagangan dan perlindungan konsumen.

(2) Seksi ....

f
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(2) Seksi Bin a Uaaha Perdagangan dan Perlindungan Konsumen 
sebagaimana dimaksud pada ay at (1) diptmpin o!eh KepaJa Seksi Bin a 
Usaha Perdagangan dan Perlindungan Konsumen yang mem puny ai 
tugas memimpin pelaksanaan penyiapan bahan bimbingan tcknis 

pembinaan dan pengembangan perdagangan, pclayanan rekomendaai 
perizinan dan pendaftaran, penyiapan bahan penyusunan rencana. 
program dan laporan petaksanaan pemantauan, evaluasi di bidang bin a 
usaha perdagangan dan perlindungan konsumen.

(3) Uraian tugas Kepala Seksi Bina Usaha Perdagangan dan Perlindungan 

Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai 
berikut:

a. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang bina usaha 
perdagangan dan perlindungan konsumen sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undnngan clan pertimbangan teknis agar 
pelaksanaan tugas dapat betjalan sesuai dengan sasaran dan 

tujuan yang lelah ditetapkan;
b. menyusun bahan perencanaan di bidang bina usaha perdagangan 

dan perlindungan konsumen sesuai prosedur dan ketentuan 

peraturan perundang-undangan berdasarkan rcncana 
pembangunan daerah dan data perencanaan yang dapat 
dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang 

sesuai dengan rencana strategis;
c. menyelia pelaksanaan tugas di bidang bina usaha perdagangan dan 

perlindungan konsumen berdasarkan kewenangan dan 
mem pert imbangkan sum her daya agar pelaksanaan tugas berjalan 

dan berhasil optimal;
mendistribusikan tugas, momberikan petunjuk. dan arahan kepada 

bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 

beijalan dengan cfeklif. efisien. dan tepat sasaran; 

menyusun bahan dan melaksanakan kegiatan pelayanan 

rekomendasi perizinan yang berkaltan dengan usaha perdagangan 

dalam ncgeri dan luar negeri;
menyusun bahan dan melaksanakan kegiatan penerbitan Surat 

Tanda Pendaftaran Waralaba.
melaksanakan kegiatan penyuluhan dan pembinaan terkait 
persaingan usaha serta peredaran dalam pengawasan dan/atau 
yang diatur tala niaganya maupun barang-barang impor;

h. melaksanakan kegiatan peningkatan, pen^alian, pengawasan, dan 
evaluasi kegiatan rutin dan pembangunan di bidang usaha 

perdagangan dan perlindungan konsumen;
i. melaksanakan kegiatan penciptaan iklim usaha yang kondusif;
j. melaksanakan kegiatan pembinaan dan pemantauan para pclaku 

usaha ekspor impor;

d.

e.

f.

g

k. melaksanakan ....



- 17-

k. melaksanakan kegiatan bimbingan teknis dan kunjungan fapangan;

l. melakaartakan kegiatan koordinasi dengan perangkat daerah yang 
membidangi perizinan tentang pencrbitan Sural Izin Usaha 

Perdagangan» land a Daftar Perusahaan. dan Tanda Daftar Gudang;

m. melaksanakan kegiatan pendataan dan pembinaan terhadap pelaku 
usaha meliputi pedagang besar» pedagang menengah dan pedagang 
kedi/toko kedl;

n. mengelola pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, 
dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;

o. melaksanakan kegiatan fasilitasi dan koordinasi dengan Lembaga 
Peril ndungan Konsumen Swadaya Masyarakal dan Bad an 

Penyelesaian Sengkela Konsumen;

p. melaksanakan kegiatan pembinaan komoditas dalam rangka 

memperoleh akses pembiayaan resi gudang;

q. melaksanakan kegiatan pembinaan, pengaturan. pengawasan serta 

monitoring terhadap pelaku pasar lelang dan penggunaan produksi 
dalam negeri;

r. melaksanakan kegiatan penyuluhan, pembinaan, dan memfasilitasi 
kepada pelaku usaha dan konsumen, Barang Dalam Keadaan 
Terbungkus, hak paten, merek dagang, kemasan, label, dan Standar 

NasionaJ Indonesia;
8. melaksanakan kegiatan fasilitasi ke Badan Standarisasi NasionaJ 

dan Lembaga Penilaian Kesesuaian untuk penerbitan sertifikasi 
produk penggunaan barang bertanda Standar Nasional Indonesia;

t. melaksanakan kegiatan pemantauan tanda barang yang belum ber 

Standar Nasional Indonesia;

u. melaksanakan pengendalian dan evaJuasi pelaksanaan kinetja di 
bidang bina usaha perdagangan dan perlindungan konsumen seauai 
dengan perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal 
yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kineija;

V. memberikan saran. pend a pat. dan pertimbangan kepada atasan 
aecara langsung maupun terlulis berdasarkan kajian dan/alau 
telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang bina 
usaha perdagangan dan perlindungan konsumen bcqalan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan;

w. menyusun bahan laporan di bidang bina usaha perdagangan dan 

perlindungan konsumen berdasarkan data dan analisa sebagai 
informasi dan pertanggu ngjawaban pelaksanaan tugas;

X. mem bina ....

f
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X. membina, mengawast, dan menilai (dneija bawahan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelakaanaan tugas 
pegawai sesuai ketentuan dan haaUnya sesuai target kmeija; dan

y. melaksanakan tugas kedinaaan lain yang dibenkan oieh pimpinan 

aesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka 
mendukung kinerja organisasi.

Paragraf 3
Sekai Diatribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Pasal 9

(1) Seksi Distribuai Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 
mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, perencanaan. penimuaan, 
pembinaan, pengembangan. koordinaai, kerjasama, bimbingan teknis. 
pemantauan, eva2uasit pengawasan, dan pengendalian di bidang 
distribuai barang kebutuhan pokok dan barang penting.

(2) Seksi Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1| dipimpin oleh Kepala Seksi 
Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang 
mempunyai tugas memimpin pelaksanaan kebijakan. perencanaan, 
perumusan, pembinaan. pengembangan, koordinasi, keijasama, 
bimbingan teknis. pemantauan. evaJuasi, pengawasan. dan 

pengendalian di bidang distribusi barang kebutuhan pokok dan barang 

penting.
(3) Uraian tugas Kepala Seksi Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan 

Barang Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai 
berikut:
a. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang distribusi barang 

kebutuhan pokok dan barang penting sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan 
tugas dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah 
ditetapkan;

b. menyusun bahan perencanaan di bidang distribusi barang 
kebutuhan pokok dan barang penting sesuai prosedur dan 

peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana 
pembangunan daerah dan data perencanaan yang dapat 
dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang 

sesuai dengan rencar^ strategis;
c. menyelia pelaksanaan tugas di bidang distribusi barang kebutuhan 

pokok dan barang penting berdasarkan kewenangan dan 

mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas bcijalan 

dan berhasiJ optimal;

d. mendistribusikan ....
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d. mendistribusikan tugas» memberikan petunjukf dan arahan kepada 

bawahan aasuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dengan efektif, efisien, dan tepat saaaran;

e. meiaksanakan kegiatan bimbingan teknia di bidang distiibuai 
barang kebutuhan pokok dan barang p«nting;

(. meiaksanakan kegiatan pemantauan har^ dan stok barang 
kebutuhan pokok dan barang penting;

g. meiaksanakan kegiatan pemantauan inflasi Daerah dan 

meiaksanakan koordinaei dengan Bank Indonesia serta instansl 
terkait;

h. meiaksanakan kegiatan pasar mu rah dan operas! pasar dalara 
rangka menjamin stabilitas hai^a pangan pokok;

i. meiaksanakan kegiatan pengawasan pengadaan» penyaiuran dan 
penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah keijanya;

j. meiaksanakan kegiatan koordinasi dengan Komisi Pengawas Pupuk 
dan Pestisida di Daerah» produsen. distributor, dan pengecer di 
Daerah;

k. meiaksanakan kegiatan pengawasan pupuk dan pestisida, Liquefied 

Petroleum Gas. Bah an Bakar Minyak aCau yang tata ni^anya diatur 
oleh pemerintah dalam pengadaan. penyaiuran» dan 

pen ggunaanny a;
L meiaksanakan kegiatan penyuluhan dan pembinaan pen gem bangan 

persaingan usaha serta peredaran barang yang diatur tata ni^anya 

oleh pemerintah;

m. meiaksanakan kegiatan pengembangan informasi pasar produk 

Daerah. harga bah an pokok atau bah an strategis dan 

pengembangan perdagangan;
n. meiaksanakan kegiatan dan mengoordinasikan dengan Unit 

Pelaksana Teknis Pasar maupun dengan instansi terkait dalam 
rangka penyusunan dan pengolahan data daftar harga komoditas 

terbaru;

o. meiaksanakan kegiatan penyiapan sarana prasarana guna 

menunjang penerapan ApUkasi Komodita;
p. meiaksanakan kegiatan menyebarluaekan informasi harga barang 

kebutuhan pokok. dan barang pienting lainnya;

q. meiaksanakan kegiatan pembinaan peningkatan mutu sumber daya 

manusia pelaku usaha melalui kegiatan peiatihan dan kunjungan 
lapangan;

r. meiaksanakan kegiatan penerbitan surat rekomendaai;

8, meiaksanakan ....
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t.

U.

V.

w.

melaksanakan pengendaiian dan evaluasi pelaksanaan kinerja dl 
bidang distribusi barang kabutuhan pokok dan barang panting 
sesuai dangan perencanaan dan indikator sistem pengendaiian 
internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kineija; 

memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan 

aecara langsung maupun tertuiis berdasarkan kajian dan/atau 

telaahan agar arah kebijakait penyelenggaraan tugas di bid^g 
distribusi barang kebutuban pokok dan barang penting beijalan 
seeuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

menyusun bah an laporan di bidang distribusi barang kebutuhan 
pokok dan barang penting berdasarkan data dan analisa sebagai 
informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 
membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahen sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelakaanaan tugas 
pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan 

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

seauai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka 
mendukung kinerja organisasi.

Paragraf 4

Sekai Fromosii Informasi, Kerja Sama dan Perdagangan Luar Negeri

Pa sal 10

(1) Seksi Promosi, Informasi, Kerja Sama dan Perdagangan Luar Negeri 
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknta 
pembinaan dan pengembangan fasilitasi usaha mikro. kecil dan 

menengah, kegiatan promosit penyiapan bahan penyusunan rencana, 
program dan laporan. pelaksanaan dan pemantauan serta kerjasama 

dengan pelaku usaha/ pedagangdi bidang fasilitasi promosi, informasi, 
keijasama dan perdagangan luar negeri.

(2) Seksi Promosi, Informasi, Kerja Sama dan Perdagangan Luar Negeri 
sebf^imana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi 
Promosi, Informasi, Keija Sama dan Perdagangan Luar Negeri yang 
mempunyai tugas memimpin pelaksanaan penyiapan bahan bimbingan 
teknis pembinaan dan pengembangan fasilitasi usaha mikro, kecil dan 
menengah. kegiatan promosi, p)enyiapan bahan penyusunan rencana, 
program dan laporan, pelaksanaan dan pemantauan serta keijasama 
dengan pelaku usaha/pedagang di bidang fasilitasi promosi, informasi, 
keijasama dan perdagangan luar negeri.

(3) Uraian ....
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(3) Uraian tugaa Kepala Sekai Promosi, Informaai, Kerja Sama dan
Perdagangan Luar Negeh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah
sebagai berikut:

a. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang promosi. informaai, 
kerjasama dan perdagangan luar negeri sesuaj ketentuan peraturan 
perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar pciaksanaan 
tugas dapat betjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah 
ditetapkan;

b. menyusun bahan pcrencanaan di bidang promosi, informaai, 
ken'aaama dan perdagangan luar negeri sesuai prosedur dan 
ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana 
pern bangu nan daerah dan data pcrencanaan yang dapat 
dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen pcrencanaan yang 

sesuai dengan rencana atrategis;

c. menyelia pelaksanaan tugaa di bidang promosi, informaai, 
ke^aaama dan perdagangan luar negeri berdasarkan kewenangan 
dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas 
bcrjaian dan berhastl optimal;

d. mendistribusikan tugaa. memberikan petunjuk, dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnye agar pelaksanaan tugas 
beijalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;

t. menyusun bahan petunjuk teknis pengembangan informasi, 
ketjasama dan promosi Usaha Mtkro Kecil dan Menengah yang 
menjadi un^ulan Daerah;

f. melaksanakan kegiatan pombinaan teknis pengembangan ekepor 
Daerah dan impor terutama bahan baku/bahan penolong aerta 
barang modal;

g. menyusun bahan bimbingan teknis pernbinaan promosi dagang 
Lntemasional. pembinaan iklim usaha serta promosi dagang dalam 
negeri maupun luar negeri;

h. melaksanakan kegiatan menyebarluaskan informaai'informaai 
kepada pelaku usaha mengenai peluang ekspor untuk produk* 
produk tertentu dan kegiatan pameran ha si I industri dalam rangka 
promosi melalui liflet dan brosur;

i. menyusun bahan dan melaksanakan kegiatan menyebarluaskan 
informasi yang akurat mengenai profil Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah dan potensi ekspor non migas melalui pemasaran digital:

j. menyelia kegiatan peningkaCan dan pengembangan informasi dan 

promosi melalui kerjasama an tar Daerah dan dengan lembaga- 
lembaga swasta;

k. melaksanakan ....

i
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k.

I.

n

o.

P

q*

r.

melaksanakan kegiatan pcnmgkatan kelcmbagaan melalul Dewan 
Kcrajinan NastonaU

melaksanakan kcgiatan mcmberikan fasiliusi kegiatan promoai 
dagang melalui pameran dagang nasional, lokal maupun misi 
dagangbagi procluk unggulan;

m. menyelia kegiatan pameran baik di dalam maupun di luar negeri;
melaksanakan kegiatan fasilitasi kerjasama dunia usaha antar 
Daerah dan Untas sektoral;
melaksanakan kegiatan pembinaan peningkatan mulu sumber daya 
manusia pelaku usaha melalui kegiatan pclatihan, kunjungan 
lapangan, dan temu usaha;
melaksanakan kegiatan pcndataan dan penyusunan laporan dan 
para pelaku usaha yang melakukan ekspor dan impor;
melaksanakan kegiatan sosialisaai peraturan perundang-undangan 
kepada masyarakat dan/atau pelaku usaha;
melaksanakan kegiatan bimbingan dan konsultasi yang berkaitan 
dengan peningkatan kegiatan informasi, kerjasama, dan promosi; 
melaksanakan kegiatan pcnyelenggaraan pameran dagang nasional, 
pameran dagang lokal, dan misi dagang bagi produk ekspor a sal 1 
(satu) daerah kabupaten;
melaksanakan kegiatan partisipasi dalam pameran dagang nasional, 
pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor asaJ 1 
(satu) daerah kabupaten;
melaksanakan kegiatan penyediaan lay a nan informasi mengenai 
pcnyelenggaraan dan partisipasi pada pameran dagang nasional, 
pameran dagang lokal dan misi dagang dan produk ekspor unggulan 
daerah;
melaksanakan kegiatan dan partisipasi dalam kampanye pencitraan 
produk ekspor skala provinsi;
melaksanakan kegiatan penerbitan Surat Keterangan Asal; 
melaksanakan kegiatan pembinaan terhadap pelaku usaha dalam 

rangka pengembangan ekspor untuk perluasan akses pasar produk 
ekspor.
melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di 
bidang promosi. informasi, kcijasama dan perdagangan luar negeri 
sesuai dengan perencanaan dan indikator aistem pengendalian 
internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja; 
memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada ataaan 
secara langsung maupun tertulis berdasarkan kajian dan/atau 
teiaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang 

promosi, informasi. kerjasama dan perdagangan luar negeri beijalan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

t.

u.

V.

w.

X.

z.

aa. menyusun ....
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aa. menyusim bahan laporan di bidang prorooai, informaai, 
keijasama dan perdagangan luar negeri berdaaarkan data dan 

analisa sebagai informasi dan pertan ggu ngj awaban pelaksanaan 
tugas;

bb. membina, mengawasi, dan menilai kineija bawahan sesuat 
ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
pegawai aesuai ketentuan dan hasilnya aesuai target kineija; dan

cc. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka 
mendukung kinerja organisasi

Bagian Keempat

Tugas dan Fungat Bidang Pendapatan

Paragraf 1 

Bidang Pendapatan

Pa&al 11

(1) Bidang Pendapatan mempunyai tugas mengoordinaaikan, 
melaksanakan pengawaaan dan pengendalian serta pengelolaan 
pendapatan Pasar Daerah.

(2) Bidang Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di pirn pin oleh 
KepaJa Bidang Pendapatan yang mempunyai tugas memimpin dan 
mengoordinasikan, ptelakaanaan pengawaaan dan pengendalian serta 

pengelolaan pendapatan Pasar Daerah.

(3) Uraian tugas Kepala Bidang Pendapatan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2|, adalah sebagai berikut:

a. menyusun kebijakan teknis di bidang pendapatan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar 
pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan 

yang telah ditetapkan;

b. menyusun perencanaan di bidang pendapatan sesuai prosedur dan 
ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana 
pembangunan daerah dan data perencanaan yang dapat 

dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang 
sesuai dengan rencana strategis;

c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan 
berdasarkan kewenangan dan mempertimbangkan sum her day a 
agar pelaksanaan tugas beijalan dan berhasil optima);

d. mendistribusikan
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d. mcndistribusikan tugas, mcmberikan petunjuk. dan arahan kcpada 
bawahan sesuai dengan bidang lugaanya agar pelaksanaan tugaa 
berjalan dcngan efektif, efisien, dan lepai sasaran;

menyusun kebijakan peraturan perundang-undangan lentang 
pengelolaan pendapatan pasar daerah;

menyuaun kebijakan untuk menetapkan proaedur dan pembcrian 
pelayanan perijinan dan dispensasi pemanfaatan los, kioa dan 
peralatan di lingkungan pasar daerah;

mengoordinasikan penyusunan rencana pendapatan pasar daerah;

h. mengkoordinasikan penyoisunan perhitungan pendapatan pasar 
daerah;

merumuskan bah an laporan pendapatan pasar daerah;

e.

f.

£

1.

J-

k.

I.

m.

mengoordinasikan kegiatan pern Utah (ran data potensi pada pasar 
daerah;

mengoordinasikan pemeltharaan dan pemanfaatan data potensi 
pasar daerah;

mengevaluasi dan melaksanakan pengkajian ulang terhadap proses 
pengelolaan dan pendapatan pasar daerah;

mengoordinasikan kegiatan intensifikasi penarikan pendapatan 
pada pasar daerah;

n. mengoordinasikan pelayanan administrasi untuk penerbitan ijin 

dan dispensasi pemanfaatan los, kios, peralatan dan bangunan 
lainnya pada pasar daerah;

o. melaksanakan pengendalian dan evaluasl pelaksanaan kineija di 
bidang pendapatan sesuai dengan perencanaan dan indikator 
sistem pengendalian internal yang telah ditctapkan daJam rangka 
perbaikan kinerja;

p. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tenulis berdasarkan kajian dan/atau 
tclaahan agar arah kebijakan pcnyclenggaraan tugas di bidang 

pendapatan beijalan sesuai ketentuan peraturan perundang- 
undangan,

menyusun laporan di bidang pendapatan berdasarkan data dan 
analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan 
tugas;

mem bin a, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan

q.

r.

s. melaksanakan ....

K
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8. melaksanakan tugas kedmasan lain yang diberlkan oleh pimpinan 

Beauai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka 
mendukung kin^cja organisaai.

Paragraf 2

Seksi Pendataan Potenai Pasar

Pasal 12

(!) Seksi Pendataan Potensi Pasar mem puny ai tugas menyusun bahan 

kebijakan teknis, merencanakan, mengoordinasikan. dan menyusun 
data potensi pasar. data pengguna jasa pasar, dan data kekayaan pada 
pasar Dae rah.

(2) Seksi Pendataan Potensi Pasar sebagaimana dimaksud pada ay at (1) 
dipimpin oieh Kcpela Seksi Pendataan Potensi Pasar yang mem puny ai 
tugas memimpin penyusunan bahan kebijakan teknis, merencanakan, 
mengoordinasikan, dan menyusun data potensi pasar, data pengguna 
jasa pasar, dan data kekayaan pada pasar Daerah

(3) Uraian tugas Kepala Seksi Pendataan Potensi Pasar sebagaimana 
dimaksud pada ay at (2) adaiah sebagai berikut:

a. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang pendataan potensi 
pasar aesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan 
pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai 
dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

b. menyusun bahan perencanaan di bidang pendataan potensi pasar 

sesuai prosed ur dan ketentuan peraturan perundang-undangan 
berdasarkan rencana pembangunan daerah dan data perencanaan 

yang dapat dipertan^ungjawabkan agar tersusun dokumen 
perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;

c. menyelia pelaksanaan tugas di bidang pendataan potensi pasar 
berdasarkan kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya 
agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;

d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;

e. menyusun bahan pendataan rumah toko, toko, kios. los dan 

kekayaan daerah lainnya serta pengguna jasa pasar daerah;

f. melaksanakan kegiatan pendataan pasar daerah;

g. melaksanakan kegiatan pendataan rumah toko, toko, kios, los dan 
potensi pasar serta kekayaan daerah pada pasar pemerintah 
daerah;

h. melaksanakan

tf
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h. melaksanakan kegiatan pendataan pengguna jasa pasar daerah;
i. menyusun hasil pendataan rumah toko, toko, ktos. dan los potensi 

pasar serta kekayaan pemenntah daerah pada pasar pemerintah;
j. menyusun data pengguna ja!%a pasar daerah;
k. melaksanakan kegiatan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan 

kinetja di bidang pendataan poiensi pasar sesuai dengan 

pcrencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang telah 
ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;

l. memberikan saran, pendapat. dan pertimbangan kepada atasan 

secara langsung inaupun tertulis berdasarkan kajian dan/atau 
telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang 

pendataan potensi pasar betjalan sesuai ketentuan peraturan 
perundang- u ndangan,

m. menyusun bahan laporan di bidang pendataan potensi pasar 
berdasarkan data dan analisa sebagai informaai dan 
penanggungjawaban pelaksanaan tugas;

n. membina, mengawasi, clan menilai kinetja bawahan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
pegawai sesuai ketentuan dan hasiinya sesuai target kinerja; dan

o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka 
mendukung kineija organisasi.

Paragraf 3 

Seksi Penetapan

Pasal 13
(1) Seksi Penetapan mem puny ai tugas menyusun bahan kebijakan teknis, 

merencanakan, mengoordinasikan dan menyajikan bahan penetapan 
serta melakukan kajian perkembangan potensi Pasar Daerah.

(2) Seksi Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh 
Kepala Seksi Penetapan yang mempunyai tugas memimpin penyusunan 

bahan kebijakan teknis, merencanakan, mengoordinasikan dan 
menyajikan bahan penetapan serta melakukan kajian perkembangan 
potensi Pasar Daerah,

(3) Uraian tugas Kepala Seksi Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) adalah sebagai berikut:
a, menyusun bahan kebijakan teknis di bidang penetapan sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan 
teknis agar pelaksanaan tugas da pat beijalan sesuai dengan 

sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

b. menyusun ....

L
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b. menyusun bahan perencanaan di bidang penetapan sesuai prosedur 

dan ketentuan peraturan perundang>undangan berdasarkan 
rencana pernl>angunan daerah dan data perencanaan yang dapat 

dipertanggungjawabkan agar terauaun dokumcn perencanaan yang 
aeauai dengan rencana strategis;

c. menyelia pelaksanaan tugaa di bidang penetapan berdasarkan
kewenangan dan mempertimbangkan sumber day a agar
pelaksanaan tugaa betjalan dan berhasi) optimal;

d. mendistribusikan tugaa, memberikan petunjuk. dan arahan kepada 

bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dengan efektlf. efiaien. dan tepat aasaran;

e. menyusun bahan untuk menetapkan prosedur dan pemberian 
pelayanan administrasi penertiban ijin serta dtspensaai 

pemanfaatan njmah toko. toko, kios, los, pelataran dan bangunan 
lain pada pasar daerah;

f. menyusun bahan peraturan perundang-undangan tentang pasar 
daerah:

g. melaksanakan kegiatan penelitian dan indentifikasi potensi pasar 
pada pasar daerah;

h. melaksanakan kegiatan pengkajian terhadap perkembangan potensi 
pasar daerah;

I. melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi untuk penerbitan 
ijin pemanfaatan rumah toko, toko, kios, loa, pelataran dan 
bangunan lainnya pada pasar daerah;

j. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kineija di 
bidang penetapan sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem 
pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka 
perbaikan kinerja;

k. memberikan saran. pen da pat. dan perrimbangan kepada atasan 

secara langsung maupun tertulis berdasarkan kajian dan/atau 
teiaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang 

penetapan beijalan sesuai ketentuan peraturan perundang- 
undangan;

l. menyusun bahan laporan di bidang penetapan berdasarkan data 
dan analisa sebagai in forma si dan pertanggungjawaban 
pelaksanaan tugas;

m. membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 

pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai tai^t kinerja; dan

n. melaksanakan ....
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n. melaksanakan tugas kedinasan Iain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan da lam rangka 
mendukung kinetja organisaat.

Paragraf 4
Seksi Pendapatan dan Penagihan Pasar

PasaJ 14
(1) Seksi Pendapatan dan Penagihan Pasar mempunyai tugas 

melaksanakan pengurusan dan penatausahaan pendapatan serta 
menetapkan p rosed ur» melaksanakan penarikan dan penagihan 
retribusi rumah took, toko, kios, dan los pasar daerah.

(2) Seksi Pendapatan dan Penagihan Pasar sebagaimana dimaksud pada 
ay at (1) di pirn pin o)ch kepaJa seksi Pendapatan dan Penagihan Pasar 
mempunyai tugas memimpin pengurusan dan penatausahaan 

pendapatan serta menetapkan prosedur, melaksanakan penarikan dan 
penagihan retribusi rumah took, toko, kios dan los pasar daerah.

(3) Uraian tugas Kepala seksi Pendapatan dan Penagihan Pasar 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2], adalah sebagai berikut:
a. many u sun bah an kebijakan teknis di bidang pendapatan dan 

penagihan pasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 
dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan 
sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

b. menyuaun bahan perencanaan di bidang pendapatan dan 

penagihan pasar sesuai prosedur dan ketentuan peraturan 
perundang-untlangan berdasarkan rencana pembangunan daerah 
dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar 
tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana 
strategis;

c. menyelia pelaksanaan tugas di bidang pendapatan dan penagihan 

pasar berdasarkan kewenangan dan mempertimbangkan sumber 
days agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;

d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;

e. menyusun bahan prosedur pengurusan pendapatan pasar; 

f- menyusun rencana pendapatan retribusi pasar daerah;
g. melaksanakan kegiatan penatausahaan pendapatan pasar daerah;
h. menyusun bahan laporan penerimaan pendapatan retribusi pasar 

daerah;

menyusun data tun^akan retribusi pada pasar daerah;1.

j, melaksanakan ....
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y

k.

melaksanakan kegiatan intenaifikasi penagihan tunggakan retnbuai 
pad a pasar daerah;

melakaanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di 
bidang pendapatan dan penagihan pasar sesuai dengan 
perencanaan dan indikator sistem pengendalian internaJ yang telah 
ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;

I memberikan saran, pendapat. dan pertimbangan kepada atasan 

secara langsung maupun tertulis berdasarkan kajian dan/atau 
telaahan agar a rah kebijakan penyelen^araan rugas di bidang 

pendapaian dan penagihan pasar beijalan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan;

m. menyusun bahan laporan di bidang pendapatan dan penagihan 

pasar berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

n. membinaf mengawasi« dan menilai kinerja bawahan seauai 
ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 

pegawai sesuai ketentuan dan basilnya sesuai target kinerja; dan

0. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka 

mendukung kinerja oiganisaai.

Bagian Kelima

Tugas dan Fungsi Bidang Infrastruktur, Pembinaan dan Pcnataan
Pedagang

Paragraf 1

Bidang Infrastruktur. Pembinaan dan Penataan Pedagang

Pa sal 15

(1( Bidang Infrastruktur, Pembinaan dan Penataan Pedagang mempunyai 
tugas melaksanakan pernbangunan, pengembangan. dan pemeliharaan 

infrastruktur perdagangan, industri, serta keberaihan, pcngamanan dan 
ketertiban, pembinaan dan penataan pedagang pasar.

(2) Bidang Infrastruktur. Pembinaan dan Penataan Pedagang sebagai mans 

dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang Infrastruktur, 
Pembinaan dan Penataan Pedagang yang mempunyai tugas memimpln 
pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan 

infrastruktur perdagangan. Industri. sena keberaihan, pengamanan dan 
ketertiban, pembinaan dan penataan pedagang pasar.

(3) Uraian ....

i
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(3)

a.

b.

Uraian tugas KepaJa Bidang Jnfrastruktur, Pembinaan dan Penataan 

Pedagang aebagaimana dimaksud pada ay at (2) adalah sebagai berikut: 
menyuaun kebijakan teknts di bid an g Infrastruktur. Pern bi naan dan 

Penataan Pedagang sesuai kcfentuan peraluran pcrundang* 
undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat 

berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
menyuaun perencanaan di bidang Infrastruktur, Pembinaan dan 

Penataan Pedagang sesuai prosedur dan ketencuan peraturan 
perundang-undangan berdasarkan rencana pembangu nan daerah 

dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar 
tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana 
strategis.

mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang !nfrastruktur> 
Pembinaan dan Penataan Pedagang berdasarkan kewenangan dan 
mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas beijaian 
dan berhasil optimal;

mendistribusikan tugas, member! kan petunjuk, dan a rah an kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar i^taksanaan tugas 

betjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;
menyusun kebijakan teknis pengelolaan pasar daerah;
menyusun kebijakan teknis pembinaan dan penataan penggunaan 
jasa pasar daerah;

c.

d,

e.
f.

g. mengoordinasikan penyusunan rencana kegiatan pengelolaan pasar 
Daerah;

h. membangun, mengembangkan. memelihara infrastruktur 
perdagangan dan industri;

i. menyediakan sarana dan prasarana pasar Daerah;

j. menyelenggarakan pembinaan dan penataan dalam rangka 
pengelolaan pasar daerah;

k. menyusun kajian dalam rangka pengembangan pasar Daerah;
l. mengoordinasikan pemberian pelayanan administrasi perijinan dan 

dispensasi pemanfaatan tanah pada pasar daerah;

m. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di 
bidang Infrastruktur, Pembinaan dan Penataan Pedagang sesuai 
dengan perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal 
yang telah ditetapkan daJam rangka pcrbaikan kinerja;

n. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertuiis berdasarkan kajian dan/atau 
telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang 

Infrastruktur, Pembinaan dan Penataan Pedagang berjalan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan,

o- menyuaun ....
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o. menyusun laporan di bidang Infrastruktur. Fembinaan dan 

Penataan Pedagang berdasarkan data dan analiaa sebagai informaai 
dan pertanggungjawaban pelakaanaan tugas;

p. membina, mengawasi, dan meniiai kincrja bawahan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelakaanaan tugaa 
pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan

q. melaksanakan cugas kedinasan lain yang diberikan o)eh pimpinan 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dal am rangka 
mendukung kineija organisasi.

Paragraf 2

Seksi Pengembangan

Pasal 16

(1) Seksi Pengembangan mempunyai tugas menyusun bahan kebijakan 
teknis, merencanakan, dan mengoordinasikan dalam pengembangan 
infrastruktur perdagangan dan induatri.

(2) Seksi Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin 

olch Kepala Seksi Pengembangan yang mempunyai tugas memimpin 
dalam menyusun bahan kebijakan teknis, merencanakan, dan 

mengoordinasikan dalam pengembangan infrastruktur perdagangan 
dan industri.

{3) Uraian tugas Kepala Seksi Pengembangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2| adalah sebagai berikut:

a. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan 
infrastruktur perdagangan dan industri sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan 
tugas dapat beijalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah 
ditetapkan;

b, menyusun bahan perencanaan di bidang pengembangan 
infrastruktur perdagangan dan industri sesuai prosedur dan 

ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana 
pembangunan daerah dan data perencanaan yang dapat 
dipertan^tmgjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang 
sesuai dengan rencana strategis;

c- menyelia pelaksanaan tugas di bidang pengembangan infrastruktur 
perdagangan dan industri berdasarkan kewenangan dan 

mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas beijalan 
dan berhasil optimal;

d. mendistribusikan ....
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f.

g

h.

1.

d. mendistribuBikan tugas, memberikan petunjuk, dan a rah an kepada 
bawahan sesuai dengan bid an g tugasnya agar pelaksanaan tugas 
berjalan dengan efektif. efisien, dan tepat saaaran;

e. menyusun bah an kajian pengembangan infra struktur perdagangan 
dan industri;
menyelia pelaksanaan pemeliharaan, rehabititaai dan 
pengembangan infrastniktur perdagangan dan industri;
menyusun bahan pengeloLan tata guna lahan pada pengembangan 
infrastruktur perdagangan dan industri;
menyusun rencana pembangunan infrastruktur perdagangan dan 
indusih;
melaksanakan pengendalian dan evaiuasi pelaksanaan kinerja di 
bidang pengembangan infrastruktur perdagangan dan industri 

aesuai dengan perencanaan dan indikator sistem pengendalian 
internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kineija;

j. memberikan saran. pendapat, dan pertimbangan kepada atasan 

secara langsimg maupun terluhs berdasarkan kajian dan/atau 

telaahan agar arah kcbijakan penyelenggaraan tugas di bidang 
pengembangan infrastruktur perdagangan dan industri beijalan 
sesuai ketemuan peraturan perundang'undangan;

k. menyusun bahan laporan di bidang pengembangan infrastruktur 
berdasarkan data dan analisa sebagai Informasi dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

l. membina. mengawasi. dan menilai kinerja bawahan sesuai 
ketemuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
p^awai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan

m. melaksanakan lugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka 
mendukung kinerja organisasi.

Paragraf 3
SeksI Sarana dan Prasarana

Pasal 17
(1) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan 

pemeliharaan dan rehabilitasi infrastruktur perdagangan dan industry 
serta memelihara kebersihan pasai* Daerah,

(2) Seksi Sarana dan Prasarana sebagai mana dimaksud pada aval (1) 
dipimpin oleh Kepala Seksi Sarana dan Prasarana yang mempunyai 
lugas memimpin pelaksanaan pemeliharaan dan rehabilitasi 

infrastruktur perdagangan dan industri serta memelihara kebersihan 
pasar Daerah.

(3) Uraian ....

I
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(3) Uraian tugas Kepala Seksi Sarana dan Prasarana sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai barikut:

b.

a. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang sarana dan prasarana 
infrastruktur perdagangan dan industri sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan 
tugas dapat berjalan sesuai dengan sasaian dan tujuan yang telah 
ditetapkan;

menyusun bahan perencanaan di bid an g sarana dan prasarana 
infrastruktur perdagangan dan industri sesuai prosedur dan 
ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana 

pembangunan daerah dan data perencanaan yang dapat 
dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang 
sesuai dengan rencana strategis:

c. menyelia pelaksanaan tugas di bidang sarana dan prasarana 

infrastruktur perdagangan dan industri berdasarkan kewenangan 
dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas 
beijaJan dan berhasil optimal;

d. mendistribusikan tugas. memberikan petunjuk, dan arahan kepada 
haw ah an sesuai dengan bidang tugaanya agar pelaksanaan tugas 
bctjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;

e. menyusun bahan rencana pelaksanaan pemeliharaan dan 
rehabilitasi infrastruktur perdagangan dan industri serta 
memelihara kebersihan pasar daerah;

f. menyelia pelaksanaan pemeliharaan dan rehabilitasi infrastruktur 
perdagangan dan industri;

g. menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana pemeliharaan 
kebersihan infrastruktur perdagangan dan industri;

h. memberikan pe lay an an admin tstraai perijinan dan dispensasi 
pemanfaatan tanah dan pasar daerah;

i. menyusun prosedur dan ketentuan perijinan. tata laksana. tata 
guna los. kios maupun lingkungan pasar daerah.

j. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kineija di 
bidang sarana dan prasarana infrastruktur perdagangan dan 
industri sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem 

pengendalian inlemaJ yang telah ditetapkan da lam rangka 
perbaikan kinetja.

k. memberikan
(
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k. membenkan saran, pend a pa tr dan pertimbangan kepada atasan 
aecara langsung maupun tertulia berdasarkan kajian dan/atau 
telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bid an g 
sarana dan prasarana infrastruktur perdagangan dan industri 

beqalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

). menyusun bahan laporan di bidang sarana dan prasarana 
infrastruktur perdagangan dan industri berdasarkan data dan 

analisa sehagai informasi dan penanggungjawaban pelaksanaan 
tugas;

m. membtna. mengawasi. dan menilai kineija bawahan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 

pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan

n, meiaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan olch pimpinan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka 
tnendukung kinetja or^nisasi.

Paragraf 4

Seksi Pembinaan dan Penataan Pedagang

Pa sal 18

(1) Seksi Pembinaan dan Penataan Pedagang mempunyai tugas 
meiaksanakan pembinaan, penataan, dan penertiban pedagang,

(2) Seksi Pembinaan dan Penataan Pedagang sebagaimana dimaksud pada 
ay at (1) dipimpin oleh KepaJa Seksi Pembinaan dan Penataan Pedagang 
yang mempunyai tugas mcmimpin meiaksanakan pembinaan. 
penataan. dan penertiban pedagang.

(3) Uraian tugas Seksi Pembinaan dan Penataan Pedagang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut;

a. mem bantu menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di 
bidang pembinaan dan penataan pedagang;

b. menyusun rencana. program ketja, kegiatan. laporan kineija dan 
pertanggungawaban pelaksanaan tugas;

c. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas seksi 
pembinaan dan penataan pedagang;

d memberikan saran. pendapai dan pertimbangan kepada atasan;
e. mendistribusikan tugas. memberikan petunjuk dan arahan kepada 

bawahan;

f. menyiapkan bahan pembinaan dan penataan kepada penggunajasa 
pasar daerah.

g. merencanakan .... (
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g. merencanaken jaduaJ pembinaan dan penataan kepada pengguna 
jasa pasar daerah;

h. mdaksanakan kegiatan p^mbinaan dan penataan kepada pengguna 
jasa pasar daerah;

t. mengoordinasikan kegtatan penertiban pengguna jasa pasar 
Daerah:

j. melaksanakan pengawasan pcnggunaan los. kios dan pelataran 
pad a pasar Daerah;

k. menerima dan menginventarisasi perma&alahan dalam bidang 

pembinaan dan penataan pedagang pasar dan menyusun altematif 
peny ele sai an n ya;

l. mengoordinasikan pengamanan di Ungkungan pasar daerah;

m. melaksanakan pengendalian dan evaJuasi pelaksanaan kinerja d» 

bidang pembinaan dan penataan pedagang sesuai dengan 
peren Canaan dan indikator si stem pengendalian internal yang tclah 
ditctapkan dalam rangka perbaikan kineija:

n. memberikan saran, pendapet, dan pertimbangan kepada ataaan 

secara langsung maupun tertulia berdasarkan kajian dan/atau 

teiaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang 
pembinaan dan penataan pedagang berjalan sesuai ketentuan 
peraturan pcrundang-undangan;

menyusun bah an laporan di bidang pembinaan dan penataan 

pedagang berdasarkan data dan ana lisa sebagai infonnasi dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

membina, mengawasi, dan menilai kineija bawahan sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan olch pimpinan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka 
mcndukung kinerja organisasi.

o

P*

Bagian Keenam

Tugas dan Fungsi Bidang Perindustrian 

Paragraf 1

Bidang Perindustrian

Pasal 19 ....
(
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Pasal 19

(1) Bidang Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 
pemberian bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijakan 

pembinaan dan pengcmbangan usaha, sarana, produkai. peningkatan 
koordinasi dan kerjasama. pemantauan, evaluasi. pengendalian dan 

pengawasan kebijakan teknis di bidang perindustrian;

(2) Bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin 
oteh Kcpaia Bidang Perindustrian yang mempunyai tugas memimpin 
dan mengkoordinasikan pelaksanaan penyiapan pemberian bimbingan 
teknis terhadap pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan 
usaha, sarana, produksi, peningkatan koordinasi dan kerjasama, 
pemantauan. evaluasi, pengendalian dan pengawasan kebijakan teknis 
di bidang perindustrian;

(3) Uraian tugas Kepala Bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), adalah sebagai berikut:

a. menyusun kebijakan teknis di bidang perindustrian sesuai 
peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar 

pelaksanaan tugas dapat beijalan sesuai dengan sasaran dan 
tujuan yang telah ditetapkan;

b, menyusun perencanaan di bidang perindustrian sesuai prosedur 

dan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan 
rencana pembangunan daerah dan data perencanaan yang dapat 
dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang 
sesuai dengan rencana strategis;

c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang perindustrian 
berdasarkan kewenangan dan memperdmbangkan sum her daya 
agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;

d, mendistribusikan tugas. memberikan petunjuk, dan arahan kepada 

bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
beijaJan dengan efektif. efisien, dan tepat sasaran;

melaksanakan pengembangan informasi industri yang ada di daerah 
serta industri unggulan, andalan, dan potensial daerah;

mengoordinasikan dan memfasilitasi peningkatan kerjasama an tar 

dun la usaha, lembaga permodalan, oi^nisasi atau asosiasi niaga, 
lembaga perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat dan 
lembaga lainnya. yang memiliki kerterkaitan dalam pengembangan 
industri;

g. melaksanakan pengembangan dan peningkatkan komunikasi serta 
koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi. dan 
pemerintah kabupaten/kota lainnya di bidang perindustrian;

e.

f.

h. mengoordinasikan ....

If
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h. mengoordinasikan dalam rangka peningkatan kerjaaama dan 

pengembangan komunikasi dengan dinas, kantor, badan, dan unit 
kerja lainnya yang memiliki keterkaitan guna menunjang 
kelancaran pelaksanaan tugas di bidang perindustrian;

i. mengoordinasikan pernbinaan dan bimbingan teknia induatri yang 

mcMputi pengemtjangan uaaha kcmitraan, sarana usaha, teknolop, 
produkai, kualitas dan standar mutu produksi;

j. mengoordinasikan sosialisasi dan fasilitasi seria melakukan 
pendampingan cerkait periztnan dan sertifikasi produk industri;

k. mengoordinasikan pcningkaun penumbuhan wirausaha baru pada 
actiap wilayah binaan industri dalam rangka meningkatkan 
pertumbuhan industri nasionaj;

l. mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan terhadap sentra 
industri, klaster industri, dan Kelompok Usaha Bersama serta 
mewujudkan One Village One Product (OVOP);

m. mengoordinasikan pendampingan terhadap indusin dalam 
meningkatkan inovasi teknologi khususnya produksi dengan 
memanfaatkan teknologi tepat guna sehingga dapat menghasilkan 
produk yang lebih bersaing di paaar global;

n. mengoordinasikan pembinaan dan bimbingan terkail hambatan 

maupun permasaJahan produksi yang ada di industri kecil 
menengah dan l>esar serta memberikan saran dan masukan untuk 
pemecahan masalah industri yang ada;

o. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di 
bidang perindustrian sesuai dengan perencanaan dan indikalor 
sistem pengendalian internal yang telah diteiapkan dalam rangka 
perbaikan kinerja.

p. memberikan saran, pendapat. dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulis berdasarkan kajian dan/atau 
telaahan agar arah kebijakan pcnyelenggaraan tugas di bidang 

perindustrian bejjalan sesuai ketentuan peraturan perundang- 
undangan;

q. menyusun laporan di bidang perindustrian berdasarkan data dan 
analisa sebagai in forma si dan pertanggungawaban pelaksanaan 
tugas;

r. membina, mengawasi, dan menilai kineija bawahan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan

a. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai ketentuan peraturan perun dang-undangan dalam rangka 
mendukung kinerja ot^anisasi.

Paragraf 2 ....

(
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Paragraf 2

Sekai Industri Kimia, Tekstil, Logam dan Mean

Pa sal 20

(1) Sekai Industn Kimia. Tekstil, Lc^m dan Meain mempunyai tugaa 
melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan dan 

pengembangan usaha, sarana, produksi, penyiapan bahan penynaunan 
rencana, program dan laporan, pelaksanaan, pemaniauan, evaluasi dan 
pengendalian, scrta kerjasama dengan dunia usaha di bidang industn 
kimia, tekstil, logam dan mesin;

(2) Seksi Industri Kimia, Tekstil, Logam dan Mesin sebagaimana dimaksud 
pada ayai (1) dipimpin oleh Kepala Seksi Industri Kimia, Tekstil, Logam 

dan Mesin yang mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan 
pelaksanaan penyiapan pembenan bimbingan teknis terhadap 

pelakSanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan usaha, sarana, 
produksi. peningkatan koordinasi dan kerjasama, pemantauan, 
evaluasi, pengendalian dan pengawasan kebijakan teknis di bidang 
industri kimia. tekstil. logam dan mesin;

(3) Uraian tugas Kepala Seksi Industri Kimia, Tekstil. Logam dan Mesin 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2). adalah sebagai berikut:

a. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang industri kimia, tekstil. 
logam dan mesin sesuai peraturan perundang-undangan dan 
pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat bcrjalan sesuai 
dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

b. menyusun bahan perencanaan di bidang industri kimia, tekstil, 
logam dan mesin sesuai prosedur dan ketentuan peraturan 
perundang-undangan berdasarkan rencana pernbangunan daerah 

dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar 
tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana 
strategis;

c. menyelia pelaksanaan tugas di bidang industri kimia, tekstil, logam 

dan mesin berdasarkan kewenangan dan mempertimbangkan 
sumber day a agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;

d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugaa 
beijalan dengan efektif. eHsien, dan tepat sasaran;

e. melaksanakan kegiatan pengembangan informasi industri unggulan, 
andalan. dan potensial daerah di bidang industri kimia. tekstil, 
logam dan mesin;

f. melaksanakan ....



- 39 ‘

f. melaksanakan kegiatan fasilitasi peningkatan kerjasama antar 
dunia usaha. lembaga permodalan, organisaai atau aaosiasi niaga. 
lembaga perguruan linggi, lembaga awadaya masyarakat dan 
lembaga lainnya, yang memiliki kcrterkaitan dalam pengembangan 
industri di bidang industh kimia. cek9til» logam dan mesin;

g. melakaanakan kegiatan pengembangan dan pemngkatkan 
komunikasi serta koordinaai dengan pemerintah pusat, pemenntab 

provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota lainnya di bidang industri 
kimia, tekstil. logam dan mcain;

h. melakaanakan kegiatan koordinaai da lam rangka peningkatan 

keijasama dan pengembangan komunikasi dengan dinas, kantor, 
badan, dan unit kerja lainnya yang memiliki keterkaitan guna 

menunjang kelancaran pelaksanaan tugas di bidang industri kimia, 
tekstil, logam dan mesin;

i. melaksanakan kegiatan pembinaan dan bimbingan teknia industri 

yang meliputi pengembangan usaha kemitraan. sarana usaha, 
teknologi. produksi, kualitas dan standar mutu produksi di bidang 
Industri kimia, tekstil, logam dan mesin;

j. melaksanakan kegiatan sosialisasi dan fasilitasi serta melakukan 
pendampingan terkait perijinan dan sertifikasi produk industri di 
bidang industri kimia, tekstil, logam dan mesin;

k. melaksanakan kegiatan peningkatan pertumbuhan wirausaha baru 

pada setiap wilayah binaan industri dalam rangka meningkatkan 
pertumbuhan industri nasional di bidang industri kimia, tekstil, 
logam dan mesin;

1 melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap 
sentra industri, klaster industri, dan Kelompok Usaha Bersama 
serta mewujudkan One Village One Produrt (OVOP) di bidang 

industri kimia, tekstil, logam dan mesin;

m. melaksanakan kegiatan pendampingan terhadap industri dalam 

meningkatkan inovasi teknologi khususnya dalam produksi dengan 
memanfaatkan teknologi tepat guna sehingga dapat menghasilkan 
produk yang lebih bersaing di pasar ^obal di bidang industri kimia, 
tekstil, logam dan mesin;

n. melaksanakan kegiatan pembinaan dan bimbingan terkait 
hambatan maupun permasalahan produksi yang ada di industri 
kecil menengah dan besar serta memberikan saran dan masukan 
untuk pemecahan masalah industri yang ada di bidang industri 
kimia. tekstil. logam dan mesin;

o. melaksanakan
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o. melaksanakan pengendali&n dan evaluasi pelaksanaan kineija di 
bidang induatri kimia, tekstil. I ogam dan cnesin aeauai dengan 
pcren Canaan dan indikator si stem pen gen dal ian intemaJ yang tel ah 

ditetapkan dalam rangka perbaikan kineija;

p. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulis berdasarkan kajian dan/atau 
telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang 

industri kimia. tekstil. logam dan mesin beijalan sesuai ketentuan 
perat Li ran perundsing-undangan;

q. inenyusun iaporan di bidang industri kimia, tekstil, logam dan 

mesin berdasarkan data dan analisa aebagai informasi dan 
pertanggun^awaban pefaksanaan tugas;

r. membina. mengawasi, dan menilai kinetja bawahan sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai tai^et kjnerja: dan

a. melsksanakan tugas kedinasan lain yang dibenkan oleh pimpinan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka 
mendukung kinetja organisasi.

Paragraf 3

Seksi Industri Kreatif, Kerajinan, Makanan. Minuman, Hasil Hu tan dan
Haail Perkebunan

Pa sal 21

(1) Seksi Industri Krealif. Kerajinan, Makanan, Minuman, Hasil Hutan dan 
Hasil Perkebunan mem puny ai tugas melaksanakan penyiapan bah an 

bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan usaha. saran a. 
produkai, penyiapan bahan penyusunan rencana. program dan Iaporan, 
pelaksanaan. pemantauan, evaluasi dan pengendaltan. serta kerjasama 
dengan dunia usaha di bidang industri kreatif. kerajinan, makanan, 
minuman, hasil hutan dan hasil perkebunan;

(2) Seksi Industri Krealif, Kerajinan, Makanan, Minuman, Hasil Hutan dan 

Haail Perkebunan sebagaimana dimaksud pad a ay at (1| d (pirn pin oleh 
Kepala Seksi Industri Kreatif, Kerajinan. Makanan, Minuman, Hasil 
Hutan dan Hasil Perkebunan yang mempunyai tugas memimpin dan 
mengkoordinasikan pelaksanaan penyiapan pemberian bimbingan 
teknis lerhadap pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan 
usaha, sarana. produksi, peningkatan koordinasi dan kerjasama, 
pemantauan. evaluasi, pengendalian dan pengawasan kebijakan teknis 
di bidang industri kreatif, kerajinan, makanan, minuman, hasil hutan 
dan hasil perkebunan:

(3) Uraian

L



- 41 -

(3) UrBian tugaa Kepala Seksi Industri Kreatif. Kerajinan, Makanan,
Mimunan. Hasil Hu tan dan Hasil Perkrbunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), adalah aebagai benkut;

a. menyuaun bah an k^bijakan teknis di bidang industri kreatif, 
kerajinan. makanan. minuman, haail hucan dan hasil perkebunan 

sesuai peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknis 
agar pelaksanaan tugas dapat berjaJan seauai dengan sasaran dan 
tujuan yang telah ditctapkan;

b- menyusun bahan perencanaan di bidang industri kreatif, kerajinan, 
makanan, minuman, hasil hutan dan hasil perkebunan sesuai 
prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan 

berdasarkan rencana pembangunan daerah dan data perencanaan 
yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen 
perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;

c. menyelia pelaksanaan tugas di bidang industri kreatif, kerajinan, 
makanan, minuman, hasil hutan dan hasil perkebunan 

berdasarkan ke^^,enangan dan mempertimbangkan sumber day a 
agar pelaksanaan tugas berja)^ dan berhasil optimal;

d. mendisthbusikan tugas, memberikan petunjuk. dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;

e. melaksanakan kegiatan pengembangan in form a si industri yang ada 

di daerah serta industri unggulan, andalan, dan potensial daerah di 
bidang industri kreatif, kerajinan, makanan, minuman, hasil hutan 
dan hasil perkebunan;

f. melaksanakan kegiatan fasilitasi peningketan keijasama antar 
dunia usaha, lembaga permodalan. organisasi atau asosiasi niaga, 
lembaga perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat dan 
lembaga lainnya, yang memiliki kerterkaitan dalam pengembangan 

industri di bidang industri kreatif, kerajinan, makanan, minuman, 
hasil hutan dan hasil perkebunan;

g. melaksanakan kegiatan pengembangan dan peningkatkan 

komunikasi serta koordinasi dengan pemerimah pusat, pemerintah 
provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota lainnya di bidang industri 
kreatif, kerajinan, makanan, minuman, basil hutan dan haail 
perkebunan;

h. melaksanakan kegiatan koordinasi daiam rangka peningkatan 
kerjasama dan pengembangan komunikasi dengan dinas. kantor, 
badan, dan unit keija lainnya yang memiliki keterkaitan guna 
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas di bidang industri kreatif, 
kerajinan, makanan, minuman. hasil hutan dan hasil perkebunan;

i. melaksanakan ....

(
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i. melaksanakan kegiatan pembinaan dan bimbingan teknis industii 
y&ng meliputi pcngcmbangan usaha kemitraan. sarana usaha, 
teknologi, produksi, kualitas dan standar mutu produksi di bidang 
induatri kreatif, kerajinan, makanan. minuman. basil hutan dan 
basil perkebunan;

j. melaksanakan kegiatan sosialisasi dan fasilitasi aerca 
pendampingan langsung terkait perijinan dan sertifikasi produk 

industri di bidang indusiri kreatif. kerajman, makanan, minuman, 
haail hutan dan basil perkebunan;

k. melaksanakan kegiatan peningkatan pert umbu ban wirausaha baru 
pada aetiap wilayah binaan industri dalam rangka meningkatkan 

pertumbuhan industri nasional di bidang industri kreatif. kerajinan, 
makanan. minuman, basil hutan dan basil perkebunan;

l. melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap 
sentra industri, klaster industri. dan Kelompok Usaha Bersama 
sena mewujudkan One ViUage One Product (OVOP) di bidang 
industri kreahf, kerajinan, makanan, minuman, basil hutan dan 

basil perkebunan;

m. melaksanakan kegiatan pendampingan terhadap industri dalam 

meningkatkan inovasi leknoiogi khususnya dalam produksi dcngan 

memanfaatkan teknologi tepat guna sebingga dapat menghasilkan 
produk yang lebih !>ersaing di pasar global di bidang industri kreatif. 
kerajinan, makanan, minuman. hasil hutan dan basil perkebunan;

n. melaksanakan kegiatan pembinaan dan bimbingan terkait 
hambatan maupun permasalahan produksi yang ada di industri 
kecil menengah dan besar serta memberikan saran dan masukan 

untuk pemecahan masalah industri yang ada di bidang industri 
kreatif. kerajinan, makanan, minuman, basil hutan dan hasil 
perkebunan;

o. melaksanakan pengendalian dan evaJuasi pelaksanaan kinetja di 
bidang industri kreatif, kerajinan, makanan, minuman, haail hutan 
dan hasil perkebunan sesuai dengan perencanaan dan indikator 

sistem pengendalian internal yang tdah ditetapkan dalam rangka 
perbaikan kinerja;

p. memberikan saran. pendapat, dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulis berdasarkan kajian dan/atau 
telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang 

industri kreatif, kerajinan. makanan. minuman. hasil hutan dan 
hasil perkebunan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang- 
undangan;

q. menyusun .
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q*

r.

8.

menyusun bah an laporan di bidang industri kreatif, ker^jinan, 
makanan, minuman. hasil hutan dan haail perkebunan 
berdasarkan data dan analisa aebagai informaai dan 
pertanggungjawaban peiaksanaan tugas;

membina. mengawasi. dan menilaj kinerja bawahan aesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan agar peiaksanaan tugas 
pegawai sesuai kecemuan serta basilnya sesuai target kinerja; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpman 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan daJam rangka 
mendukung kinerja organisasi.

Paragraf 4

Sekai Pengembangan Perwilayahan Industri

Pasal 22
(1) Sekai Pengembangan Perwilayahan Industri mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis, pern binaan dan 

pengembangan usaha, sarana, produksi, penyiapan bahan penyusunan 
rencana, program dan laporan, peiaksanaan, pemantauan, evaluasi dai> 

pengendaiian, serta keijasama dengan dunia usaha di bidang 
pengembangan perwilayahan industri:

(2| Seksi Pengembangan Pervs'ilayahan Industri sebagaimana dimaksud 
pada ay at (1) dipimpin oleh Kepala Seksi Pengembangan Perwilayahan 
Industri yang mempunyai tugas memimpin peiaksanaan penyiapan 
bahan bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan usaha, 
sarana. produksi. penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan 

laporan, peiaksanaan. pemantauan. evaluasi dan pengendalian. serta 

keijasama dengan dunia usaha di bidang pengembangan perwilayahan 
industri;

(3) Uraian tugas Kepala Seksi Pengembangan Perwilayahan Industri 
sebagaimana dimaksud pada ayai (2). adalah sebagai berikut:

a. menyusun bahan kebtjakan teknis di di bidang pengembangan 

perwilayahan industri sesuai ketentuan peraturan perundang- 
undangan dan pertimbangan teknis agar peiaksanaan tugas dapat 
beijalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

b. menyusun bahan pcrencanaan di bidang pengembangan 

perwilayahan industri sesuai prosedur dan ketentuan peraturan 
perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan daerah 
dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar 

terausun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana 
strategis;

c. menyelia ....

f
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c. menyelia pelaksanaan tugas di hi dang pengembangan penvilayahan 

industri berdasarkan kewenangan dan mempertimbangkan sumber 
day a agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasM optimal;

d- mendistribusikan tugas, memherikan petunjuk, dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 

berjalan dengan efektif, efisien, dan cepat sasaran;

e. menyuaun bah an maaukan daiam pembuatan pcraturan daerah 

yang berkaiian dengan perindustrian termasuk rencana induk 
pembangunan industri di tingkat kabupaten;

f. menyusun bah an analisa pengembangan terhadap kawasan 

peruntukan industri baik industri kecil, menengah maupun besar di 
seluruh wilayah kabupaten;

g. melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap perkembangan industri 
yang ada dan memberikan arahan serta masukan terhadap Rencana 
Detail Tata Ruang khususnya wilayah perindustrian:

h. melaksanakan kegiatan pendalaan industri baik industri kecil 
menengah maupun besar serta menyusun pemetaan pertumbuhan 
industri;

i. melaksanakan kegiatan penyusunan profll industri yang ada di 
daerah yang meiiputi industri unggulan, andalan dan potensial;

j. oielaksanakan kegiatan fasilitasi peningkatan ketjasama antar 
dunia usaha, lecnbaga permcdalan, organisasi atau asosiasi niaga, 
lembaga perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat dan 
lembaga lainnya, yang memiliki kerterkaitan daiam pengembangan 
penvilayahan industri;

k. melaksanakan kegiatan pengembangan dan peningkatkan 
komunikasi serta koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah 

provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota lainnya* khususnya yang 
menangani pengembangan penvilayahan industri;

l. melaksanakan kegiatan koordinasi daiam rangka peningkatan 
keijasama dan pengembangan komunikasi dengan dinas, kantor, 
badan, dan unit kerja lainnya yang memiliki ketcrkaitan guna 
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas di bidang pengembangan 
penvilayahan industri;

m. melaksanakan kegiatan pengembangan promosi produk industri 
dan meningkatkan peluang investasi;

n. melaksanakan kegiatan pembinaan dan pendampingan melalui 
Forum Temu Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Soyolali;

o. melaksanakan ....
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o. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja 

sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem pengendalian 
internal yang telah ditetapkan daJam rangka perbaikan kineija di 
bidang pen gem ban gan penvilayahan industri;

p. mcmberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulis berdasarkan kajian dan/atau 
telaah agar arah kebijakan penyelenggaraan tugaa di bidang 

pengembangan penvilayahan industri berjalan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan;

Cl*

r.

menyusun bah an laporan di bidang pengembangan penvilayahan 
industri berdasarkan data dan anaiisa sebagai informasi dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan Cugas;

membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
pegawai sesuai ketentuan serta hasilnya sesuai target kinerja: dan

mclaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dal am rarrgka 
mendukung kinerja organisasi.

Bagian Kctujuh

UPT Dinas Perdagangan dan Industri

Paragraf 1 

UPT Pasar He wan

Pasal 23

(1) UPT Pasar Hewan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan 
teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dalam urusan 
pengelolaan pasar hewan Daerah,

(2) UPT Pasar Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh 

Kepala UPT Pasar Hewan yang mempunyai tugas memimpin dan 
mengoordinasikan pelaksanaan sebagian kegiatan teknis operasional 
dan/atau kegiatan teknis penunjang dalam urusan pengelolaan pasar 
hewan Daerah.

(3| Uraian tugas Kepala UPT Pasar Hewan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2h adalah sebagai berikut:

a. menyusun ....
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a. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang paaar he wan seeuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan 
teknis agar pelaksanaan tugas dapat beijalan sesuai dengan 

sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

b.

c.

d.

e.

f.

menyusun bahan perencanaan di bidang pasar hewan sesuai 
prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan 
berdasarkan rencana pernbangunan daerah dan data perencanaan 

yang dapat dipertanggungjawabkan agar terauaun dokumen 
perencanaan yang sesuai dengan rencana stratcgis;

menyeiia pelaksanaan tugas di bidang pasar hewan berdasarkan 
kewenangan dan mempertimbangkan sumber day a agar 
pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;

mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 

beijalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;

menyusun bahan pendukung untuk penyusunan 
perundang-undangan mcngenai pasar hewan Daerah;

peraturan

melaksanakan kegiatan pemungutan dan penyetoran pendapatan 

pasar hewan Daerah;

g. melaksanakan kegiatan penertiban, pemeliharaan, dan pengamanan 

pasar hewan Daerah serta pemeliharaan kebersihan;

h. melaksanakan kegiatan menghimpun permohonan izin dan 
dispensasi pemanfaatan rumah rumah toko, toko kios, losf dan 

pelataran pasar serta bangu nan lainnya;

i. melaksanakan kegiatan mengatur dan membina pedagang dalam 
rangka ketertiban pasar hewan Daerah;

j. melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap pengembangan potensi 
dan penerimaan pendapatan pasar hewan Daerah;

k. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di 
bidang pasar hewan sesuai dengan perencanaan dan indikator 

aistem pengendalian internal yang telah ditctapkan dalam rangka 
perbaikan kinerja;

l. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulis berdasarkan kajian dan/atau 

telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang 
pasar hewan beijalan sesuai ketentuan peraturan perundang- 

undangan;

m. menyusun bahan laporan di bidang pasar hewan berdasarkan data 
dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban 
pelaksanaan tugas;

n. membina ....
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n. membii^a, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangari agar pelaksanaan tugas 
pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija; dan

o- melaksanakan tugas kediiiasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka 
mendukung kinerja organisasi.

Paragraf 2 

UPT Pasar Umum

Pasal 24

(1) UPT Pasar Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan 

teknis operasionaJ dan/atau kegiatan teknis penunjang dalam urusan 
pengelolaan pasar umum Daerah di wilayah keijanya.

(2) UPT Pasar Umum sebagaimana dimaksud pada ay at (IJ dipimpin oleh 
KepaJa UPT Pasar Umum yang mempunyai tugas memimpin dan 
mengoordinasikan pelaksanaan sebagian kegiatan teknis operasional 

dan/atau kegiatan teknis penunjang dalam urusan pengelolaan pasar 
umum Daerah di wilayah keijanya.

(3) Uraian tugas Kepala UPT Pasar Umum sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), ad a) ah sebagai benkut:

a, menyusun bahan kebijakan teknis di bidang pasar umum di wilayah 
keijanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan 
pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai 
dengan sasaran dan tujuan yang tel ah ditetapkan;

b- menyusun bahan perencanaan di bidang pasar umum di wilayah 

keijanya sesuai prosedur dan ketentuan peratursm perundang- 
undangan berdasarkan rencana pembangunan daerah dan data 
perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun 
dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;

c. menyelia pelaksanaan tugas di bidang pasar umum di wilayah 

keijanya berdasarkan kew'enangan dan mempertimbangkan sumber 

daya agar pelaksanaan tugas betjalan dan berhasil optimal;
d- mendtstribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada 

bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
berjaJan dengan cfektif. efisien, dan tepat sasaran;

e. menyusun bahan pendukung untuk penyusunan peraturan 
perundang-undangan mengenai pasar umum Daerah;

f. melaksanakan kegiatan pemungutan dan penyetoran pendapatan 
pasar umum Daerah di wilayah keijanya;

g. melaksanakan ....
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g. melaksanakan kegiatan penertiban, pemeliharaan, dan pengamanan 

pasar umum Daerah di unit keijanya serta pemeliharaan 
kebersihan;

h. melaksanakan kegiatan menghimpun permohonan izin dan 
dispensasi pemanfaatan rumah toko, toko, kios, los, dan pelataran 
pasar serta bangunan lainnya di wiiayah kerjanya;

i. melaksanakan kegiatan mengatur dan membina pedagang dalam 

rangka ketertiban pasar umum Daerah di wiiayah keijanya;

j. melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap pengembangan potensi 
dan penerimaan pendapatan pasar umum Daerah di wiiayah 
kerjanya;

k. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kineija di 
bidang pasar umum di wiiayah kerjanya sesuai dcngan perencanaan 
dan indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan 

dalam rangka perbaikan kinetja;

!. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tcrtulis berdasarkan kajian dan/atau 
telaahan agar a rah kebijakan penyelcnggaraan tugas di bidang 

pasar umum di wiiayah keijanya beijalan sesuai keientuan 
peraturan perundang-undangan;

m. menyusun bahan laporan di bidang pasar umum di wiiayah 
keijanya berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

n. membina, mengawasi, dan menilai kineija bawahan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 

pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija; dan

o- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka 
mendukung kinerja organ isasi.

Pasal 25

(1) Subbagian Tata Usaha UPT Pasar Umum mempunyai tugas 

melaksanakan urusan rumah tangga, kepegawaian, keuangan. umum, 
pengelolaan barang, perencanaan, dan pelaporan.

(2| Subbagian Tata Usaha UPT Pasar Umum sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Pasar Umum 

yang mempunyai tugaa memimpin pelaksanaan urusan rumah tangga, 
kepegawaian, keuangan, umum. pengelolaan barang, perencanaan dan 
pelaporan.

(3) Uraian ....

t
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(3) Uraian tugaa Kepala Subbagian Tata UPT Pasar Umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut:

a. menyusun bahan kebijakan teknis di bid an g ketatausahaan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan 

teknis agar pelakaanaan tugas dapat beijalan sesuai dengan 
sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

b. menyusun bahan perencanaan di bidang ketatausahaan aesuai
p rosed ur dan ketentuan peraturan perundang-undangan
berdasarkan rencana pembangunan daerah dan data perencanaan 
yang dapat dlpertanggungjawabkan agar tersuaun dokumen 

perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis.

c. menyelia pelaksanaan tugas di bidang ketatausahaan berdasarkan 
kewenangan dan mempertlmbangkan sumber daya agar 

pelakaanaan tugas beijalan dan berhasil optimal;
d. mendisthbusikan tugas. memberikan petunjuk, dan arahan kepada 

bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 

beijalan dengan efektif, eflsien, dan tepat sasaran;

e. mengelola urusan umum dan kepegawaian, keuangan, dan 
pengelolaan barang serta perencanaan dan pelaporan;

f. mengelola administrasi surat menyurat. pengarsipan. pemeliharaan 
dan rumah tangga kantor;

g. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kineija di 
bidang ketatausahaan sesuai dengan perencanaan dan indikator 
sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka 
perbaikan kineija;

h. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan 

secara langsung maupun tertulis berdasarkan kajian dan/atau 
telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugaa di bidang 

ketatausahaan l>erjalan sesuai ketentuan peraturan perundang- 
undangan;

i. menyusun bahan laporan di bidang ketatausahaan berdasarkan 
data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban 
pelaksanaan tugas;

j. membina. mengawasi, dan menilai kineija bawahan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka 
mendukung kineija organisasi.

Paragraf 3 ....



• 50-

Paragraf 3 

UPT Metrologi Legal

(II

(2)

(3)

a.

b.

Pasal 26

UPT Metrologi Legal mempunyai tugaa melaksanakan sebagtan 
kewenangan yang dilimpahkan oleh Dinas di bidang kemetrol^ian 

sesuai dengan kebijakan teknia.
UPT Metrologi Legal seb^aimana dimaksud pada ay at (1) di pirn pin oleh 

Kepala UPT Metrologi Legal yang mempunyai tugaa memimpin dan 
mengoordinasikan pelaksanaan sebagian kewenangan ysng 

dilimpahkan oleh Dinas di bidang kemetrologian sesuai dengan 
kebijakan teknis.

Uraian tugas Kepala UPT Metrologi Legal sebagaimana dimaksud pada 
ay at (2)t adalah sebagai berikut:

raenyuaun bahan kebijakan teknis di bidang kemetrologian sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan 
teknis agar pelaksanaan tugas da pat berjalan sesuai dengan 

sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

menyusun bahan perencanaan di bidang kemetrologian sesuai 

prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan 
berdasarkan rencana pernbangunan daerah dan data perencanaan 
yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen 

perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;

menyelia pelaksanaan tugas di bidang kemetrologian berdasarkan 
kewenangan dan mempertimbangkan sumber day a agar 
pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;

mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada 

bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
bcijaJan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;

melaksanakan kegiatan pengelolaan ketatausahaan metrologi legal;

menyusun bahan kebijakan teknis penyelenggaraan metrologi legal;

melaksanakan kegiatan teknik kemetrologian meliputi tera» tera 
ulangalat ukur, cakar, timbangdan perlengkapannya;

melaksanakan kegiatan standar ukuran di bidang kemetrologian:

melaksanakan kegiatan pemungutan, pemantauan, dan evaluasi 
pemungutan retribusi Daerah di bidang kemetrologian;

melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi. dan pelaporan untuk 
pengendalian pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja UPT 

Metrologi Legal:

c.

d.

e.

f. 

g

h.

i.

k, melaksanakan ....
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n.

k. meiflksanakan kegiatan pemantauan, pengawasan, dan pembinaan 
di bidang kemetrologian;

l. menyusun bahan sosialisasi di bidang kemetrologian;
m. melaksanakan pengendalian dan evaiuaai pelaksanaan kineija di 

bidang kemetrologian seauai dengan perencanaan dan indikator 

sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka 
perbaikan kinerja;

membenkan saran, pendapat. dan pertimbangan kepada ataaan 
secara langsung maupun tertulis berdaaarkan kajian dan/atau 

telaahan agar arah kebijakan peny^lenggaraan tugas di bidang 
kemetrologian beijaJan sesuai ketentuan peraturan perundang- 
undangan;

menyusun bahan laporan di bidang kemetrologian berdasarkan data 
dan anaiisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban 
pelaksanaan tugas;
membina, mengawasi, dan menilai kineija bawahan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksaneian tugas 

pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan o)eh pimpinan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka 
mendukung kineija organisasi.

P-

Pasal 27
(!) Subbagian Tata Uaaha UPT Mclrologi Legal mempunyaj tugas 

melaksanakan urusan rumah tangga, ke pegawai an, keuangan, umum, 
pengelolaan barang, perencanaan dan pelaporan.

(2) Subbagian Tata Usaha UPT Metrologi Legal sebagaimana dimaksud 
pada ay at (Ij dipimpin oleh Kcpala Subtw^an Tata Usaha UPT 

Metrologi Legal yang mempunyai tugas memimpin pelaksanaan urusan 
rumah tangga. kepegawaian, keuangan, umum. pengelolaan barang, 
perencanaan dan pelaporan.

(3) Uraian tugas Kepala Subbagian TaU Usaha UPT Metrologi Legal 
sebagaimana dimaksud pada ay at (2j, adalah sebagai berikut:
a. menyusun bahan kebijakan leknis di bidang ketatausahaan sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan 

teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan 
sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

b. menyusun bahan perencanaan di bidang ketatausahaan sesuai 
prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan 
berdasarkan rencana pern ban gun an daerah dan data perencanaan 

yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen 
perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;

c. menyelia ....
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c. menyelia pelaksanaan tugas di bidang ketatausahaan berdasarkan
kewenangajt dan memperti m bangkan s umber daya agar
pelaksanaan tugaa beTjalan dan berhasil optimal;

d. mendistribusikan tugaa. membcnkan petunjuk. dan a rah an kepada 
bawahan aesuai dengan bidang tugasnya agar peiaksanaan tugas 
berjalan dengan efektif, eflsien, dan Cepat sasaran;

e. mengelola urusan umum dan kepcgawaian, keuangan. dan 

pengelolaan barang serta perencanaan dan pelaporan;

f. mengelola administrasi surat menyurat* pengaraipan. pemeiiharaan 
dan rumah tangga kamor;

g. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di 
bidang ketatausahaan sesuai dengan perencanaan dan indikator 
sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka 

perbaikan kinerja;
h. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan 

secara langsung maupun tertulis berdasarkan kajian dan/atau 
telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang 

ketatausahaan beijalan sesuai kecenruan pe rat a ran perundang- 

undangan;
i. menyusun bahan laporan di bidang ketatausahaan berdasarkan 

data dan analisa sebagai intormasi dan pertanggungjawaban 

pelaksanaan tugas;

j. membina. mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 

pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimplnan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka 

mendukung kinerja organisasi.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pa sal 28

Pada saai Peraturan Bupati ini mulal berlaku, Peraturan BupatJ Boyolali 
Nomor 73 Tahun 2016 ten tang Uraian Tugas J aba tan Eselon Dinas 
Peri ndu St nan dan Perdagangan Kabu paten Boyolali (Berita Daerah 
Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 73), dicabut dan dinyatakan tidak 

berlaku.

Pasal 29 ....
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PasaJ 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Agar sctiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabu paten Boyolali.

Diundangkan di Boyolali 
pada tanggal X 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BOYOLALI

Asisten Adniviiatrasi Umum,

SUCrJfANTO

Ditetapkan di Boyolali 
pada tanggal 2. 2018

^JBUPATI BOYOLALiy

—^—y

fNO SAMODRO

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2018 NOMOR A1 

Salinan sesuai dengan aalinya

KEPALA BAG IAN HUKUM 
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,

AGNES SRIiSUKARTINlNGSlH
5embina 

NIP. 19671102 199403 2 009
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